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ArahArah PembangunanPembangunan SDMSDM Dalam RPJPNDalam RPJPN
KerangkaKerangka KebijakanKebijakan RPJMN 2010RPJMN 2010--20142014
KerangkaKerangka PemikiranPemikiran RPJMN SDM RPJMN SDM 
KesehatanKesehatan
PendekatanPendekatan KewilayahanKewilayahan dalamdalam
PembangunanPembangunan KesehatanKesehatan
PengembanganPengembangan SDM SDM kesehatankesehatan
berbasisberbasis kewilayahankewilayahan ((BahanBahan DiskusiDiskusi))



1. Mewujudkan masyarakat berakhlak
mulia, bermoral, beretika, 
berbudaya, beradab

2. Mewujudkan bangsa yang 
berdaya saing

3. Mewujudkan masyarakat demokratis 
berlandaskan hukum 

4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, 
dan bersatu

5. Mewujudkan pemerataan 
pembangunan dan berkeadilan 

6. Mewujudkan Indonesia asri dan 
lestari 

7. Mewujudkan Indonesia menjadi 
negara kepulauan yang mandiri, 
maju, kuat, dan berbasiskan 
kepentingan nasional

8. Mewujudkan Indonesia berperan 
penting dalam pergaulan dunia 
internasional

MISI 2005-2025

•• MelindungiMelindungi
ttumpahumpah darahdarah

•• Memajukan Memajukan 
kesejahteraan kesejahteraan 
umumumum

•• Mencerdaskan Mencerdaskan 
kehidupan kehidupan 
bangsabangsa

•• Ikut Ikut 
melaksanakan melaksanakan 
ketertiban duniaketertiban dunia

MAJUMAJU

MANDIRIMANDIRI

ADILADIL

MAKMURMAKMUR

VISI
2005-2025

Tujuan Negara 
(UUD 45)

PEMBANGUNAN SDM PEMBANGUNAN SDM 
DALAM MISI DALAM MISI RPJPN RPJPN 20052005--2025 2025 

(UU No. 17 (UU No. 17 TahunTahun 2007)2007)
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SASARAN POKOK

MISI 2: Mewujudkan bangsa yang berdaya saing

Kesehatan
- Meningkatkan kesadaran, kemauan, dan

kemampuan hidup sehat
- Pembangunan berwawasan kesehatan

Pemb. Perempuan & anak:
- Peningkatan kualitas hidup perempuan, 

kesejahteraan, perlindungan anak, 
penurunan kekerasan, eksploitasi, & 
diskriminasi

- Penguatan kelembagaan dan jaringan PUG
Pemuda:
- Pembangunan karakter bangsa & partispasi

pemuda
- Budaya & prestasi olahraga

KualitasKualitas SDMSDM
IPMIPM
IPGIPG
PendudukPenduduk
tumbuhtumbuh
seimbangseimbang

ARAH PEMBANGUNAN
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TahapanTahapan KeduaKedua RPJPN 2005RPJPN 2005--20252025
PenjabaranPenjabaran VisiVisi, , MisiMisi, , dandan Program Program PresidenPresiden
MemuatMemuat StrategiStrategi PembangunanPembangunan NasionalNasional, , KebijakanKebijakan
UmumUmum, Program K/L, , Program K/L, KewilayahanKewilayahan, , KerangkaKerangka EkonomiEkonomi
MakroMakro, , KerangkaKerangka PendanaanPendanaan IndikatifIndikatif

PenyiapanPenyiapan RancanganRancangan AwalAwal RPJMN RPJMN dilaksanakandilaksanakan oleholeh
MennegMenneg PPN/PPN/KepalaKepala BappenasBappenas padapada tahuntahun terakhirterakhir
pelaksanaanpelaksanaan RPJMN yang RPJMN yang sedangsedang berjalanberjalan (UU No 25 (UU No 25 
TahunTahun 2004 2004 TentangTentang SPPN)SPPN)

RPJMN 2010-2014



Tahapan Pembangunan dalam
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
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FORMAT DAN TAHAPAN FORMAT DAN TAHAPAN 
PENYUSUNAN PENYUSUNAN RPJMN 2010RPJMN 2010--20142014

Format Dokumen RPJMNFormat Dokumen RPJMN 20102010--20142014
–– Buku IBuku I : Prioritas Nasional: Prioritas Nasional
–– Buku IIBuku II : Bidang Pembangunan: Bidang Pembangunan
– Buku III : Regional – Pulau – Provinsi

TahapanTahapan PenyusunanPenyusunan
–– Rancangan ARancangan AWALWAL RPJMN RPJMN RENSTRA K/L RENSTRA K/L 

Rancangan Rancangan AKHIRAKHIR RPJMNRPJMN
–– RancanganRancangan AkhirAkhir RPJMN RPJMN harusharus selesaiselesai 3 3 bulanbulan

setelahsetelah PresidenPresiden TerpilihTerpilih dilantikdilantik



KeterkaitanKeterkaitan antaraantara BukuBuku I, II I, II 
dandan III RPJMN 2010III RPJMN 2010--20142014

Prioritas
Nasional
Kemiskinan

SDM
Birokrasi-Demokrasi-Kamnas

Dayasaing Nasional
SDA & LH

Prioritas
Regional

Sumatera
Jawa-Bali

Kalimantan
Sulawesi

Nusa Tenggara
Maluku
Papua

Prioritas
Bidang

Sosbud
Ekonomi
IPTEK

Sarana Prasarana
Politik

Hankam
Hukum

Wilayah & Tata Ruang
SDA & LH

I

II III

Fokus

Lokus

8

1 2

3
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Tata Urut (Flow) 
Keterkaitan Buku I-II-III
1.Buku I yang memuat
Prioritas Nasional menjadi
masukan di dalam penjabaran
arah kebijakan bidang dalam
Buku II 
2.Buku I memberikan arah
kebijakan regional dalam Buku
III
3.Buku III memuat kebutuhan
& permasalahan strategis
masing2 wilayah yang menjadi
arahan bidang dalam mengisi
kebutuhan wilayah (lokus)
4.Buku II memuat arah
kebijakan dan prioritas
kegiatan bidang yang akan
mengisi kebutuhan wilayah
(fokus)

KETERANGAN:
1. Sebagai acuan Bidang/ Sektor

2. Sebagai acuan Pengembangan Wilayah
3. Menginformasikan arah dan kebutuhan tiap wilayah

4. Menginformasikan kemampuan pencapaian pada wilayah



FORMULASI RPJMN 2010FORMULASI RPJMN 2010--20142014

RRumusanumusan kebijakankebijakan
–– PenetapanPenetapan BidangBidang PembangunanPembangunan berdasarkanberdasarkan

bidangbidang pembangunanpembangunan dalamdalam RPJPN 2005RPJPN 2005--20252025
–– RumusanRumusan substansisubstansi berbasisberbasis padapada konsepsikonsepsi

teoritisteoritis dandan pengalamanpengalaman praktispraktis sekaligussekaligus
mengakomodasimengakomodasi tuntutantuntutan dandan kebutuhankebutuhan didi
lapanganlapangan, , khususnyakhususnya kebutuhankebutuhan didi daerahdaerah

–– Diawali dengan Identifikasi Kondisi Umum, Diawali dengan Identifikasi Kondisi Umum, 
Masalah dan TantanganMasalah dan Tantangan, , penetapanpenetapan sasaransasaran, , 
araharah kebijakankebijakan dandan strategistrategi



KonsistensiKonsistensi PerencanaanPerencanaan--
PenganggaranPenganggaran
–– PasalPasal 2 2 ayatayat (4) (4) butirbutir c c –– UU No. 25/20004 UU No. 25/20004 tentangtentang SistemSistem

PerencanaanPerencanaan PembangunanPembangunan NasionalNasional::
SPPN SPPN bertujuanbertujuan untukuntuk menjaminmenjamin keterkaitanketerkaitan dandan
konsistensikonsistensi antaraantara perencanaanperencanaan, , penganggaranpenganggaran, , 
pelaksanaanpelaksanaan, , dandan pengawasanpengawasan..

KonsekuensinyaKonsekuensinya adalahadalah
–– NamaNama Program, Program, dandan KlasifikasiKlasifikasi FungsiFungsi/Sub /Sub FungsiFungsi dalamdalam

dokumendokumen RencanaRencana samasama dengandengan Yang Yang digunakandigunakan dalamdalam
dokumendokumen AnggaranAnggaran;;

–– KarakteristikKarakteristik penganggaranpenganggaran menurutmenurut UU UU KeuanganKeuangan
Negara Negara sudahsudah harusharus dipenuhidipenuhi dalamdalam dokumendokumen rencanarencana

FormulasiFormulasi RPJMN 2010RPJMN 2010--20142014



FORMULASI RPJMN 2010FORMULASI RPJMN 2010--20142014

RRancanganancangan program, program, sasaransasaran, , dandan
kegiatankegiatan
–– Program dan kegiatan dirancang sesuai dengan Program dan kegiatan dirancang sesuai dengan 

tupoksi K/Ltupoksi K/L sebagaisebagai pelaksana/penanggung jawab pelaksana/penanggung jawab 
programprogram

–– RRumusanumusan dirumuskandirumuskan secarasecara terukurterukur untukuntuk
memudahkanmemudahkan pengukuranpengukuran kinerjanyakinerjanya Performance Performance 
Based BudgetingBased Budgeting

–– PendekatanPendekatan RestrukurisasiRestrukurisasi Program Program dandan KegiatanKegiatan
SatuSatu eseloneselon 1 1 satusatu program program indikatorindikator outcomeoutcome
SatuSatu eseloneselon 2 2 satusatu kegiatankegiatan indikatorindikator outputoutput



STRUKTUR PENULISANSTRUKTUR PENULISAN
RPJMN 2010RPJMN 2010--2014 2014 KesehatanKesehatan

SKNSKN

11

55

33

44

66

Subsistem Upaya
Kesehatan

Subsistem
Pembiayaan
Kesehatan

22

Subsistem Sumber
Daya Manusia
Kesehatan

Subsistem Sediaan
Farmasi, Alkes, dan
Makanan

Subsistem
Manajemen dan

Informasi
Kesehatan

Subsistem
Pemberdayaan

Masyarakat

BERBASIS PADA SISTEM KESEHATAN NASIONAL (SKN)
SEBAGAI PENJABARAN KONSPESI TEORITIS DAN PRAKTIS PEMBANGUNAN KESEHATAN
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SUBSISTEM SUMBER DAYA SUBSISTEM SUMBER DAYA 
MANUSIA KESEHATANMANUSIA KESEHATAN
TUJUANTUJUAN

TersedinyaTersedinya SDM SDM KesehatanKesehatan yang yang kompetenkompeten sesuaisesuai kebutuhankebutuhan yang yang 
terdistribusiterdistribusi secarasecara adiladil dandan meratamerata sertaserta didayagunakandidayagunakan secarasecara optimal optimal 
dalamdalam mendukungmendukung penyelenggaraanpenyelenggaraan pembangunanpembangunan kesehatankesehatan gunaguna
mewujudkanmewujudkan derajatderajat kesehatankesehatan masyarakatmasyarakat yang yang setinggisetinggi--tingginyatingginya

UNSURUNSUR--UNSURUNSUR
–– SumberSumber DayaDaya ManusiaManusia KesehaanKesehaan
–– SumberSumber DayaDaya PengembanganPengembangan dandan PemberdayaanPemberdayaan SDM SDM KesehatanKesehatan
–– PenyelenggaraanPenyelenggaraan PengembanganPengembangan dandan PemberdayaanPemberdayaan SDM SDM KesehatanKesehatan

PENYELENGGARAANPENYELENGGARAAN
–– PerencanaanPerencanaan SDM SDM KesehatanKesehatan
–– PengadaanPengadaan SDM SDM KesehatanKesehatan
–– PendayagunaanPendayagunaan SDM SDM KesehatanKesehatan
–– PembinaanPembinaan dandan PengawasanPengawasan SDM SDM KesehatanKesehatan



KenapaKenapa SDM SDM KesehatanKesehatan
begitubegitu strategisstrategis ??

UjungUjung tombaktombak pelayananpelayanan kesehatankesehatan didi
lapanganlapangan ((preventifpreventif, , promotifpromotif, , kuratifkuratif, , 
rehabilitatifrehabilitatif))
UnsurUnsur utamautama peningkatanpeningkatan dayadaya saingsaing
pelayananpelayanan kesehatankesehatan
TulangTulang punggungpunggung upayaupaya pelayananpelayanan
kesehatankesehatan menghadapimenghadapi peningkatanpeningkatan jumlah
dan proporsi penduduk usia produktif dan
lansia di masa mendatang



Struktur Penduduk Indonesia 
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2000

2025

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2000 – 2025, BPS –
BAPPENAS - UNFPA

• Bagaimana respon sistem
ketenagaan (kesehatan) 
menghadapi peningkatan
jumlah dan proporsi penduduk
usia produktif dan lansia di masa
mendatang ?

Akan berubah dengan naiknya jumlah penduduk usia produktif
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JumlahJumlah, , PersebaranPersebaran, , JenisJenis, , KualitasKualitas
JumlahJumlah dandan JenisJenis SDM SDM KesehatanKesehatan
–– Saat ini di Indonesia diperkirakan Saat ini di Indonesia diperkirakan terdapatterdapat sekitarsekitar 61.61.500 500 dokter umumdokter umum, , 1616.600.600

dokter spesialis, 1dokter spesialis, 18.000 8.000 dokter gigi, 1.dokter gigi, 1.300300 dokter gigi spesialis, 362.dokter gigi spesialis, 362.500 500 perawatperawat, , 
100.100.500 500 bidan, 14.bidan, 14.600 600 apoteker, 14.60apoteker, 14.6000 sarjana kesehatan masyarakat, sarjana kesehatan masyarakat, 20.00020.000
sanitarian,sanitarian, dandan 18.18.700 700 tenaga gizi (tenaga gizi (DepkesDepkes, 2008, 2008). ). 

–– RRasio tenaga kesehatan untuk dokter, asio tenaga kesehatan untuk dokter, dokterdokter spesialis, spesialis, dokterdokter gigigigi, , perawatperawat, , dandan
bidan masingbidan masing--masing adalah sekitar masing adalah sekitar 27, 7, 8, 159, 27, 7, 8, 159, dandan 44 44 per 100.000 pendudukper 100.000 penduduk..

PPenyebaran enyebaran TTenaga enaga KKesehatan,esehatan,
–– TenagaTenaga dokter dokter sebagiansebagian besarbesar beradaberada di Pulau Jawa Balidi Pulau Jawa Bali, , walaupun rasio dokter walaupun rasio dokter 

dengan jumlah penduduk relatif seimbang yaitu sebesar 18,5 di Pudengan jumlah penduduk relatif seimbang yaitu sebesar 18,5 di Pulau Jawa Bali lau Jawa Bali 
dan 18,1 di luar Pulau Jawa Bali dokter per 100.000 penduduk. dan 18,1 di luar Pulau Jawa Bali dokter per 100.000 penduduk. 

–– Kesenjangan lebih jelas terlihat antara perkotaan dan perdesaan Kesenjangan lebih jelas terlihat antara perkotaan dan perdesaan baik dari segi baik dari segi 
jumlah maupun rasio per 100.000 penduduk. jumlah maupun rasio per 100.000 penduduk. 

–– Sebagian besar dokter spesialis (lebih dari 10.000) berada di JaSebagian besar dokter spesialis (lebih dari 10.000) berada di Jakarta, karta, BantenBanten, , Jawa Jawa 
Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta. Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta. 

KONDISI UMUM PEMBANGUNAN KONDISI UMUM PEMBANGUNAN 
SumberSumber DayaDaya ManusiaManusia KesehatanKesehatan (1)(1)
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JumlahJumlah tenaga kesehatan di daerah terpencil, tertinggal dan tenaga kesehatan di daerah terpencil, tertinggal dan 
perbatasan terus meningkat. perbatasan terus meningkat. 

•• Pada tahun 2005 jumlah dokter spesialis adalah 685 orang, meningPada tahun 2005 jumlah dokter spesialis adalah 685 orang, meningkat menjadi 1.025 kat menjadi 1.025 
orang pada tahun 2007, dokter dan dokter gigi sebanyak 2.416 padorang pada tahun 2007, dokter dan dokter gigi sebanyak 2.416 pada tahun 2005 a tahun 2005 
meningkat menjadi 3.905 pada tahun 2007, dan bidan desa sebanyakmeningkat menjadi 3.905 pada tahun 2007, dan bidan desa sebanyak 15.493 orang 15.493 orang 
pada tahun 2005 meningkat menjadi 18.317 orang pada tahun 2007. pada tahun 2005 meningkat menjadi 18.317 orang pada tahun 2007. 

•• Rasio dokter spesialis Rasio dokter spesialis per 100.000per 100.000 penduduk meningkat dari 1 pada tahun 2005 penduduk meningkat dari 1 pada tahun 2005 
menjadi menjadi 22 pada tahun 2007, rasio dokter dan dokter gigi meningkat dari 4 pada tahun 2007, rasio dokter dan dokter gigi meningkat dari 4 pada tapada tahhun un 
2005 menjadi 6 pada tahun 2007, dan rasio bidan meningkat dari 22005 menjadi 6 pada tahun 2007, dan rasio bidan meningkat dari 26 menjadi 30 pada 6 menjadi 30 pada 
tahun 2007.tahun 2007.

KualitasKualitas TenagaTenaga KesehatanKesehatan
–– Kualitas tenaga kesehatan masih perlu terus ditingkatkani menyanKualitas tenaga kesehatan masih perlu terus ditingkatkani menyangkut perkuatan gkut perkuatan 

sistem akreditasi institusi kesehatan dan sertifikasi hasil lulusistem akreditasi institusi kesehatan dan sertifikasi hasil lulusansan untuk menjamin untuk menjamin 
kompetensi dalam menjalankan tugas profesi. kompetensi dalam menjalankan tugas profesi. 

–– Upaya tersebut perlu didukung dengan perbaikan regulasi termasukUpaya tersebut perlu didukung dengan perbaikan regulasi termasuk standarisasi, standarisasi, 
akreditasi, dan lisensi ketenagaan kesehatan. akreditasi, dan lisensi ketenagaan kesehatan. 17

KONDISI UMUM PEMBANGUNAN KONDISI UMUM PEMBANGUNAN 
SumberSumber DayaDaya ManusiaManusia KesehatanKesehatan (2)(2)



Keberadaan Tenaga Kesehatan: Keberadaan Tenaga Kesehatan: 
20052005--20082008

Jenis tenagaJenis tenaga
2005 (Jumlah Desa:69957)2005 (Jumlah Desa:69957) 2008 (Jumlah Desa:75410)2008 (Jumlah Desa:75410)

Jumlah Jumlah 
TenagaTenaga

Jml Desa Tanpa Jml Desa Tanpa 
TenagaTenaga

Jumlah Jumlah 
TenagaTenaga

Jml Desa Tanpa Jml Desa Tanpa 
TenagaTenaga

DokterDokter 39,29439,294 57786 (82.6%)57786 (82.6%) 44,17344,173 61578 (81.6%)61578 (81.6%)

Dokter GigiDokter Gigi 7,4547,454 70311 (93.2%)70311 (93.2%)

BidanBidan 79,66179,661 21218 (30.3%)21218 (30.3%) 97,87997,879 22435 (29.7%)22435 (29.7%)

Nakes lainnyaNakes lainnya 53,11253,112 44227 (63.2%)44227 (63.2%) 75,92175,921 42336 (56.1%)42336 (56.1%)

Dukun BayiDukun Bayi 155,177155,177 20801 (27.6%)20801 (27.6%)

Dukun Bayi TerlatihDukun Bayi Terlatih 104,702104,702 25157 (35.9%)25157 (35.9%)

Dukun Bayi Belum Dukun Bayi Belum 
dilatihdilatih 78,83378,833 40503 (57.9%)40503 (57.9%)

Sumber: Adaptasi Hasil Olahan Balitbang Depkes 2009 dari sumnber utama



KEBERADAAN DOKTER & BIDAN DI DESA (2008)
Sumber: Adaptasi Hasil Olahan Balitbang Depkes 2009



DistribusiDistribusi KurangKurang MerataMerata ((DisparitasDisparitas))
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Rasio dokter umum terhadap Puskesmas menurut propinsi



DisparitasDisparitas status status dandan pelayananpelayanan

Kesenjangan Kota – Desa:
Pertolongan persalinan oleh tenaga 
kesehatan (dokter dan bidan)

20002000 20042004 20072007

KotaKota 81,581,5 85,885,8 88,888,8

DesaDesa 49,849,8 61,161,1 60,660,6

TotalTotal 62,862,8 71,571,5 72,572,5

Gap KotaGap Kota--DesaDesa 31,731,7 24,724,7 28,228,2

• Kesenjangan masih tinggi, bahkan ada kecenderungan
makin melebar



Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 
(dokter dan bidan)

Provinsi Provinsi 20002000 20042004 20072007
% perubahan % perubahan 

20002000--2004 2004 20042004--2007 2007 

Jabar Jabar 53.6 53.6 60.5 60.5 62.8 62.8 12.9 12.9 2.1 2.1 

NTB NTB 48.2 48.2 58.7 58.7 69.9 69.9 21.8 21.8 19.1 19.1 

NTT NTT 34.2 34.2 46.1 46.1 42.542.5 34.8 34.8 (7.8) (7.8) 

Kalbar Kalbar 53.0 53.0 56.2 56.2 59.259.2 6.0 6.0 5.3 5.3 

Sulsel Sulsel 53.2 53.2 57.5 57.5 62.862.8 8.1 8.1 9.2 9.2 

Sultra Sultra 33.7 33.7 43.2 43.2 46.446.4 28.1 28.1 7.4 7.4 

Banten Banten -- 59.7 59.7 64.164.1 -- 7.2 7.2 

Gorontalo Gorontalo -- 59.4 59.4 57.657.6 -- (3.0) (3.0) 

Maluku Maluku -- 44.7 44.7 41.1 41.1 -- (8.1) (8.1) 

Malut Malut -- 37.1 37.1 38.0 38.0 -- (2.9) (2.9) 

DisparitasDisparitas.. .. lanjutanlanjutan

• Kinerja di beberapa propinsi justru menurun
dan memperlebar kesenjangan antar wilayah



Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

QuintileQuintile
20002000 20042004 20072007

DokterDokter BidanBidan DokterDokter BidanBidan DokterDokter BidanBidan1 1 
((TermiskinTermiskin)) 3.83.8 44.144.1 4.24.2 52.552.5 6.26.2 50.950.9

22 5.45.4 53.853.8 6.56.5 60.160.1 9.29.2 59.259.2

33 6.66.6 58.658.6 8.68.6 64.764.7 12.512.5 61.561.5

44 10.210.2 59.759.7 12.312.3 64.864.8 17.617.6 62.962.9

5 (5 (TerkayaTerkaya)) 18.018.0 57.757.7 21.721.7 63.063.0 28.628.6 57.357.3

DisparitasDisparitas.. .. lanjutanlanjutan

• Kesenjangan kaya miskin masih terus
menjadi isu



TANTANGANTANTANGAN

BagaimanaBagaimana memperbaiki kualitas memperbaiki kualitas 
perencanaan, produksi dan pendayagunaan perencanaan, produksi dan pendayagunaan 
yang menjamin terpenuhinya jumlah, yang menjamin terpenuhinya jumlah, jenisjenis, , 
mutu, dan persebaran SDM kesehatan mutu, dan persebaran SDM kesehatan 
terutama di daerah terpencil, tertinggal, terutama di daerah terpencil, tertinggal, 
perbatasan dan daerah kepulauan yang perbatasan dan daerah kepulauan yang 
didukung dengan penguatan regulasi didukung dengan penguatan regulasi 
termasuk akreditasi dan sertifikasi.termasuk akreditasi dan sertifikasi.



TantanganTantangan OperasionalOperasional

ProsesProses rekruitmentrekruitment yang yang cepatcepat
PelatihanPelatihan dandan trainingtraining
DukunganDukungan infrastructure infrastructure ((pelakatanpelakatan dlldll))
PengukuranPengukuran kinerjakinerja
MeMe--manage manage perpindahanperpindahan tenagatenaga (entry(entry-- exit)exit)
MemperbaikiMemperbaiki KesejahteraanKesejahteraan
MembangunMembangun kepercayaankepercayaan masyarakatmasyarakat
LembagaLembaga ketenagaanketenagaan
HubunganHubungan dengandengan lembagalembaga lain (BKD, lain (BKD, PerguruanPerguruan
TinggiTinggi, , dlldll))



SasaranSasaran RPJMN 2010RPJMN 2010--20142014
Meningkatnya umur harapan hidup dari 70,6 tahun menjadi Meningkatnya umur harapan hidup dari 70,6 tahun menjadi 
72,0 tahun.72,0 tahun.
Meningkatnya kualitas kesehatan ibu, bayi dan anak balita, Meningkatnya kualitas kesehatan ibu, bayi dan anak balita, 
yang ditandai dengan :yang ditandai dengan :
–– Menurunnya kematian ibu melahirkan dari 228 menjadi Menurunnya kematian ibu melahirkan dari 228 menjadi 

118 per 100.000 kelahiran hidup; 118 per 100.000 kelahiran hidup; 
–– Menurunnya angka kematian bayi dari 34 menjadi 24 per Menurunnya angka kematian bayi dari 34 menjadi 24 per 

1.000 kelahiran hidup; dan1.000 kelahiran hidup; dan
–– Menurunnya angka kematian neonatal dari 19,0 menjadi Menurunnya angka kematian neonatal dari 19,0 menjadi 

15 per 1.000 kelahiran hidup. 15 per 1.000 kelahiran hidup. 
Menurunnya prevalensi kurang gizi pada anak balita dari 18,4 Menurunnya prevalensi kurang gizi pada anak balita dari 18,4 
persen menjadi 15,0 persen.persen menjadi 15,0 persen.
MenMenurunnya angka kesakitan urunnya angka kesakitan penyakit menular penyakit menular ((DBD, Diare, DBD, Diare, 
Malaria, TB, penyakit zoonotikMalaria, TB, penyakit zoonotik,, HIV dan AIDSHIV dan AIDS); dan ); dan penyakit penyakit 
tidak menular tidak menular ((penyakit jantung, diabetes mellitus,penyakit jantung, diabetes mellitus, tumortumor dan dan 
gangguan gangguan mental emosional).mental emosional).

Semua target sangat tergantung pada jumlah, kualitas dan
distribusi tenaga kesehatan



Arah KebijakanArah Kebijakan
Meningkatkan pengembangan sumber daya Meningkatkan pengembangan sumber daya 
manusia kesehatanmanusia kesehatan, melalui : , melalui : 

•• PPeningkatan eningkatan jumlah, jenis, mutu dan penyebaranjumlah, jenis, mutu dan penyebaran
tenaga kesehatan; tenaga kesehatan; 

•• PPeningkatan perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan eningkatan perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan 
serta pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan; serta pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan; 

•• PPenyempurnaan enyempurnaan sistem insentifsistem insentif SDM kesehatan di daerah SDM kesehatan di daerah 
yang tertinggal; yang tertinggal; 

•• PPenguatan peraturan perundangan dalam aspek standarisasi, enguatan peraturan perundangan dalam aspek standarisasi, 
akreditasi, sertifikasi kompetensi dan lisensi SDM kesehatan, akreditasi, sertifikasi kompetensi dan lisensi SDM kesehatan, 
serta penerapannya dalam praktek kedokteran dan profesi serta penerapannya dalam praktek kedokteran dan profesi 
kesehatan lainnya; dan kesehatan lainnya; dan 

•• PPeningkatan kerjasama antara institusi pendidikan tenaga eningkatan kerjasama antara institusi pendidikan tenaga 
kesehatan dengan penyedia pelayanan kesehatan dan kesehatan dengan penyedia pelayanan kesehatan dan 
organisasi profesi. organisasi profesi. 



KERANGKA KEBIJAKAN KERANGKA KEBIJAKAN 
PembangunanPembangunan KesehatanKesehatan

SASARAN

Indikator
OUTCOME

UPAYA

INPUT

GOAL

KIA Jamkesmas

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

UHH AKI AKB GIZI

Pemberdayaan
Masyarakat &
Promosi Kes.

Pelayanan
Kesehatan

Medik

SDM/
Tenakes

Sarana
Kesehatan

Sediaan
farmasi
& Alkes

Litbang
KesehatanBiaya -Hukum

-Data & Sist.
Informasi

Pelayanan
Kesehatan
Masyarakat

Manajemen
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Pengendalian
Peny. Menular

SDM 
Kesehatan

Pemberdayaan
Masy.

Yankes bagi
Maskin & DTPKGizi

Angka
Kesakitan

Angka
Kematian

FOKUS
PRIORITAS



KERANGKA KEBIJAKAN KERANGKA KEBIJAKAN 
PEMBANGUNAN SDM KESEHATANPEMBANGUNAN SDM KESEHATAN

DAMPAK

PROSES

INPUT 

Angka
Kesakitan

Angka
Kematian

MeningkatnyaMeningkatnya DerajatDerajat KesehatanKesehatan MasyarakatMasyarakat

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATANPROGRAM

KEGIATAN

SUB 
KEGIATAN

Pendidikan Nakes
Pemberdayaan

Profesi dan Nakes
LuarNegeri

Perencanaan dan
Pendayagunaan
SDM Kesehatan

Pendidikan dan
Pelatihan SDM

Kesehatan

PENGENDALIAN
PENYAKIT

KESEHATAN
LINGKUNGAN

PELAYANAN 
KESEHATAN

MASYARAKAT

PELAYANAN 
KESEHATAN 

MEDIK

PENINGKATAN KUANTITAS, KUALITAS, KAPASITAS
Pendidikan/Pelatihan Kurikulum Peraturan Sarana Insentif

Jumlah Siswa
yang Dididik pada
Lembaga tenakes

Pemerintah

Jumlah Nakes yang
Mendapat Sertifikasi

Jumlah Pendayagunaan
Nakes di DTPK

Jumlah SDM 
Kesehatan yang 

dilatih

Indikator
OUTCOME

Indikator
OUTPUT
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PendekatanPendekatan KewilayahanKewilayahan
dalamdalam PembangunanPembangunan
KesehatanKesehatan



PENTINGNYA 
PENYUSUNAN RPJMN 2010-2014 

BERBASIS WILAYAH PULAU

• Upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah
secara lebih terarah dan sistematik dengan
skenario yang disepakati semua pihak.

• Terjalin kerjasama lintas sektor dan lintas
wilayah dalam pengembangan wilayah.

• Sinergi semua pihak dalam upaya percepatan
pengembangan wilayah.

• Bertemunya prioritas nasional dan kepentingan
daerah.

• Terdapat instrumen untuk Musrenbang Nasional, 
Provinsi dan Kabupaten.



PembangunanPembangunan WilayahWilayah
berdasarberdasar IPMIPM

IPM IPM dapatdapat digunakandigunakan sebagaisebagai salahsalah satusatu titiktitik
tolaktolak pembangunanpembangunan wilayahwilayah karenakarena::
–– SecaraSecara politispolitis sudahsudah dikenaldikenal
–– ComparableComparable ((antarantar wilayahwilayah dandan internasionalinternasional))
–– DapatDapat dihitungdihitung sendirisendiri oleholeh suatusuatu wilayahwilayah

PembanguanPembanguan WilayahWilayah seharusnyaseharusnya dalamdalam perspektifperspektif
membangunmembangun SDM yang SDM yang lebihlebih komprehensifkomprehensif, , bukanbukan
hanyahanya meningkatkanmeningkatkan indeksindeks (IPM)(IPM)
ArtinyaArtinya, , setiapsetiap aspekaspek dalamdalam pembangunanpembangunan wilayahwilayah
harusharus bertujuanbertujuan meningkatkanmeningkatkan SDM SDM dandan berkelanjutanberkelanjutan



PendekatanPendekatan SpaSpasisial al dalamdalam
PembangunanPembangunan KesehatanKesehatan BerbasisBerbasis
KewilayahanKewilayahan

MANFAATMANFAAT
–– PerencanaanPerencanaan, , manajemenmanajemen dandan jaminanjaminan pelayananpelayanan

agar agar sesuaisesuai kebutuhankebutuhan
–– PerumusanPerumusan kebutuhankebutuhan kesehatankesehatan masyarakatmasyarakat

yang yang dilayanidilayani, , dandan polapola wilayahwilayah yang yang dilayanidilayani
((service service catchmentcatchment zoneszones))

–– SurveilansSurveilans, , intervensiintervensi kesehatankesehatan dandan merumuskanmerumuskan
strategistrategi pencegahanpencegahan penyakitpenyakit. . 

–– UntukUntuk mengidentifikasimengidentifikasi ketimpanganketimpangan dalamdalam
pelayananpelayanan kesehatankesehatan antaraantara wilayahwilayah satusatu dandan
yang lainyang lain

ContohContoh: : mengalokasikanmengalokasikan bidanbidan desadesa keke daerahdaerah--daerahdaerah
yang yang membutuhkanmembutuhkan, , membantumembantu penempatanpenempatan fasilitasfasilitas
kesehatankesehatan yang yang barubaru, , dandan perluasanperluasan yang yang telahtelah adaada



AnalisisAnalisis SpasialSpasial PersebaranPersebaran dokterdokter
didi DIYDIY menurutmenurut PODES (2005)PODES (2005)

RSUD, RSUP & RS swasta besar



PENETAPAN PRIORITAS MELALUI ANALISIS SPASIAL



WILAYAH WILAYAH ::

ISU STRATEGIS ISU STRATEGIS WILAYAHWILAYAH:  :  11

FAKTAFAKTA ISU STRATEGISISU STRATEGIS
PROVINSI/ANTAR PROVINSI/ANTAR 
PROVINSIPROVINSI

TUJUANTUJUAN SASARANSASARAN INDIKATOINDIKATO
RR

ARAH ARAH 
KEBIJAKANKEBIJAKAN

22 33 44 55 66 77

Matriks Buku III 

Poin 1-10 : Diisi (dilengkapi) oleh REGIONAL dengan meminta konfirmasi pengurangan/
penambahan/penajaman) fakta, isu strategis dan arah kebijakan dari narasumber DAERAH dan SEKTORAL
Poin 8-10 : Indikasi Bidang, Fokus Prioritas dan Sasaran Fokus Prioritas diisi oleh REGIONAL kemudian 
disinkronisasikan dengan Bidang, Fokus Prioritas dan sasaran prioritas TIAP SEKTORAL di TIAP WILAYAH.
Poin 11-12 : Disi oleh SEKTORAL sesuai dengan Program dan Alokasi Dana di TIAP WILAYAH.

PROVINSI :PROVINSI :

ARAH KEBIJAKAN : ARAH KEBIJAKAN : 77

BIDANGBIDANG FOKUS FOKUS 
PRIORITASPRIORITAS

SASARAN FOKUS SASARAN FOKUS 
PRIORITASPRIORITAS

PROGRAMPROGRAM INSTANSI INSTANSI 
PELAKSANAPELAKSANA

ALOKASI DANAALOKASI DANA

88 99 1010 1111 1122 1133

PROVINSIPROVINSI

ARAH KEBIJAKANARAH KEBIJAKAN

BIDANGBIDANG FOKUS FOKUS 
PRIORITASPRIORITAS

SASARAN FOKUS SASARAN FOKUS 
PRIORITASPRIORITAS

PROGRAMPROGRAM INSTANSI INSTANSI 
PELAKSANAPELAKSANA

ALOKASI DANAALOKASI DANA

88 99 1010 1111 1122 1133



PENGEMBANGAN 
WILAYAH PAPUA
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CONTOH



Isu Strategis Bidang Ekonomi:
•Rendahnya optimalisasi penggunaan 
dana otonomi khusus untuk 
peningkatan pelayanan dasar dan
peningkatan kesejahteraan rakyat
•Ketimpangan ekonomi antara kedua
provinsi dan antara wilayah pesisir dan
pedalaman

IsuStrategis Bidang Infrastruktur:
Perlunya percepatan pembangunan prasarana jalan 

sebagai penghubung antar wilayah maju dan tertinggal 
dan daerah perbatasan

Isu Strategis Bidang SDA dan LH:
Menurunnya kualitas dan kuantitas 
sumberdaya hutan 
Tingginya eksploitasi sumberdaya 
tambang (Papua-Mimika) sebagai
sumber utama pendapatan daerah
Tingginya tingkat abrasi pantai dan 
kasus illegal fishing

Isu Strategis Bid.SosBud Kependudukan:
Masih rendahnya kualitas pendidikan 
Rendahnya derajat kesehatan masyaraat
ditandai rendahnya tingkat harapan 
hidup, tingginya angka kematian bayi, 
balita dan ibu.
Rentannya masyarakat akan penyakit 
menular terutama yang berhubungan 
dengan sanitasi
Terbatasnya sumber daya manusia
kesehatan dan sarana yankes

Isu Strategis Bid PolHukHanKam:
Tingginya potensi gangguan keamanan dan

stabilitas politik yang dapat menghalangi
pelaksanaan pembangunan 
Kemampuan personel, prasarana dan alustista 

dalam menjaga wilayah yang luas dan geografis 
sulit masih sangat terbatas

Isu Strategis Bid. Tata Ruang dan
Pertanahan:

Masih tingginya kasus konflik 
pertanahan yang menyangkut hak 
ulayat dan peraturan adat
Arah pemanfaatan struktur ruang 

Pulau Papua belum 
mengakomodir perbedaan kondisi 
wilayah pesisir dan pegunungan

ISU STRATEGIS PULAU PAPUA



Strategi & Arah Kebijakan Bidang Ekonomi:
• Implementasi kebijakan dana otsus yang 

diarahkan untuk meningkatkan
ketersediaan infrastuktur dan
mengurangi ketimpangan wilayah
pedalaman dan pesisir

Strategi & Arah Kebijakan Bidang
Infrastruktur:

Percepatan pembangunan jalur jalan
lintas provinsi (utara-tengah dan
selatan)

Strategi & Arah Kebijakan Bidang
SDA dan LH:

Peningkatan sistem pengelolaan 
hutan termasuk pengawasan dan 
penegakan hukum
Harmonisasi peraturan yang tidak 
kondusif terhadap percepatan 
investasi non-migas (Kehutanan-
konteks Pusat & Daerah)
Pengembangan upaya mitigasi 
lingkungan laut dan pesisir.

Strategi & Arah Kebijakan Bidang
SosBud dan Kependudukan:

Peningkatan kuantitas dan kualitas 
pendidik dan tenaga kependidikan 
Peningkatan mutu penyelenggaraan 
pendidikan melalui pendidikan 
formal dan non-formal baik pada 
jenjang pendidikan dasar, 
menengah maupun tinggi
Peningkatan akses & kualitas
pelayanan kesehatan (tenaga & 
sarana)

Strategi & Arah Kebijakan PolHukHanKam:
Peningkatan prasarana dan personel 
(kemampuan dan jumlah) dalam pengamanan 
wilayah rawan separatisme dan perbatasan 
Peningkatan kemampuan alustista dan 
transportasi pendukung pengamanan wilayah

Strategi & Arah Kebijakan Tata Ruang
dan Pertanahan:

Akomodasi nilai-nilai adat dalam 
pertanahan
Perumusan peraturan khusus yang 
menjadi payung hukum atas 
kontradiksi kepemilikan tanah 
antara hukum adat dan hukum 
formal/positif

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PULAU PAPUA



BAHAN DISKUSIBAHAN DISKUSI

PengembanganPengembangan SDM SDM kesehatankesehatan berbasisberbasis
kewilayahankewilayahan dalamdalam mencapaimencapai sasaransasaran
PembangunanPembangunan KesehatanKesehatan

MatrikMatrik RencanaRencana TindakTindak PembanguanPembanguan SDM SDM 
KesehatanKesehatan Yang Yang berbasisberbasis KewilayahanKewilayahan

SebagaimanaSebagaimana dalamdalam 2 slide 2 slide berikutberikut



JAWAJAWA--BALIBALI

SUMATERASUMATERA

KALIMANTANKALIMANTAN

SULAWESISULAWESI

NUSA TENGGARANUSA TENGGARA

MALUKUMALUKU

PAPUAPAPUA

JUMLAH

JENIS

KUALITAS

PERSEBARAN

-Sarana Yankes
-Jumlah Penduduk
- Lokasi Geografis

-Kebutuhan Spesifik Lokal
-Isu Kesehatan Lokal

-Standar Kompetensi

-Kemampuan dan
Kebijakan Daerah
-Dukungan Fasilitas
dan Sarana
-Insentif

AKI AKB GIZI PENYAKIT
S A S A R A N

STRATEGI
1.Mapping existing 
Kondisi Ketenagaan

2. Gambaran Kesenjangan antara
Kebutuhan dan Ketersediaan

3. Filling the Gap, melalui
Perencanaan, 

Pengadaan, Pendayagunaan, 
Pembinaan

4. Peningkatan Standar
Kompetensi

FOKUS
• Daerah Tertinggal

• Daerah Perbatasan
• Daerah Kepulauan

FORMAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN 
SDM KESEHATAN BERBASIS KEWILAYAHAN



KekuranganKekurangan SDM SDM KesehatanKesehatan
KKesenjanganesenjangan SDM SDM KesKes didi 32 32 KabKab/Kota*/Kota*

JenisJenis TenagaTenaga KebutuhanKebutuhan KetersediaanKetersediaan KesenjanganKesenjangan (%)(%)
DokterDokter 987987 593593 39,939,9

DokterDokter SpesialisSpesialis 6464 3030 53,153,1

DokterDokter GigiGigi 497497 294294 40,840,8

BidanBidan 45654565 29512951 35,435,4

PerawatPerawat 44924492 32953295 26,626,6

ApotekerApoteker 8989 4747 47,247,2

AsistemAsistem ApotekerApoteker 606606 319319 47,447,4

AhliAhli GiziGizi 652652 404404 38,038,0

SarjanaSarjana KesKes. . MasyMasy 415415 312312 24,824,8

SanitarianSanitarian 737737 530530 28,128,1

TerapiTerapi FisikFisik 108108 7272 33,233,2

TeknisTeknis MedisMedis 203203 6868 66,566,5

PenyuluhPenyuluh KesKes. . MasyMasy.. 182182 8282 54,954,9

EpidemiologEpidemiolog 2121 00 100,0100,0

LaboranLaboran 109109 7979 27,527,5

TotalTotal 13.79313.793 9.2169.216 33,233,2
Sumber: Bappenas 2005



Program / Program / KegiatanKegiatan IndikatorIndikator

Program Program PengembanganPengembangan dandan PemberdayaanPemberdayaan SDM SDM KesehatanKesehatan
Pendidikan Tenaga
Kesehatan (B)

1. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang ditingkatkan kemampuannya (N)
2. Jumlah jenis lembaga pendidikan tenaga kesehatan yang dikembangkan (B)

Pemberdayaan Profesi dan
Tenaga Kesehatan Luar
Negeri (B)

1. Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) (N)
2. Jumlah dokter peserta internship (B)
3. Persentase profesi tenaga kesehatan yang memiliki standar kompetensi (B)

Perencanaan dan 
Pendayagunaan SDM 
Kesehatan (B)

1. Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan di DTPK (N)
2. Jumlah residen senior dan tenaga kesehatan yang diberikan insentif melalui

pendayagunaan di DTPK (N)
3. Jumlah residen senior yang didayagunakan di DTPK (N)
4. Jumlah lulusan lembaga pendidikan tenaga kesehatan yang didayagunakan (B)
5. Jumlah standar tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (B)
6. Jumlah SDM Kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuannya

melalui pendidikan berkelanjutan (B)

Pendidikan dan Pelatihan
SDM Kesehatan (B)

1. Jumlah SDM Kesehatan yang telah bersertifikat pelatihan perjenjangan, manajemen 
kesehatan, teknis dan fungsional (N)

2. Jumlah pelatihan yang terakreditasi yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan 
kesehatan 

3. Jumlah lembaga pelatihan kesehatan terakreditasi
Pelaksanaan Pendidikan
Profesional Kesehatan

1. Jumlah lulusan tenaga kesehatan pada lembaga pendidikan tenaga kesehatan pemerintah 
(N)

2. Jumlah riset yang dilaksananakan oleh tenaga pendidik (B)
Dukungan Manajemen Peningkatan jumlah, jenis, kualitas, sarana dan prasarana pada seluruh satker di lingkungan 

MATRIK RENCANA TINDAK RPJMN 2010-2014 KESEHATAN
TERKAIT SDM KESEHATAN



Program / Program / KegiatanKegiatan IndikatorIndikator

Program Program PengembanganPengembangan dandan PemberdayaanPemberdayaan SDM SDM KesehatanKesehatan
Pendidikan Tenaga
Kesehatan (B)

1. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang ditingkatkan kemampuannya (N)
2. Jumlah jenis lembaga pendidikan tenaga kesehatan yang dikembangkan (B)

Pemberdayaan Profesi dan
Tenaga Kesehatan Luar
Negeri (B)

1. Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) (N)
2. Jumlah dokter peserta internship (B)
3. Persentase profesi tenaga kesehatan yang memiliki standar kompetensi (B)

Perencanaan dan 
Pendayagunaan SDM 
Kesehatan (B)

1. Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan di DTPK (N)
2. Jumlah residen senior dan tenaga kesehatan yang diberikan insentif melalui

pendayagunaan di DTPK (N)
3. Jumlah residen senior yang didayagunakan di DTPK (N)
4. Jumlah lulusan lembaga pendidikan tenaga kesehatan yang didayagunakan (B)
5. Jumlah standar tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (B)
6. Jumlah SDM Kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuannya

melalui pendidikan berkelanjutan (B)

Pendidikan dan Pelatihan
SDM Kesehatan (B)

1. Jumlah SDM Kesehatan yang telah bersertifikat pelatihan perjenjangan, manajemen 
kesehatan, teknis dan fungsional (N)

2. Jumlah pelatihan yang terakreditasi yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan 
kesehatan 

3. Jumlah lembaga pelatihan kesehatan terakreditasi
Pelaksanaan Pendidikan
Profesional Kesehatan

1. Jumlah lulusan tenaga kesehatan pada lembaga pendidikan tenaga kesehatan pemerintah 
(N)

2. Jumlah riset yang dilaksananakan oleh tenaga pendidik (B)
Dukungan Manajemen Peningkatan jumlah, jenis, kualitas, sarana dan prasarana pada seluruh satker di lingkungan 

MATRIK RENCANA TINDAK RPJMN 2010-2014 KESEHATAN
TERKAIT SDM KESEHATAN

APAKAH RENCANA INI D
APAT MENJAWAB 

TANTANGAN DAN KEBUTUHAN PELAYANAN 

KESEHATAN SECARA UTUH ?

BAGAIMANA PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB  

PUSAT, DAERAH, M
ASYARAKAT ?



TERIMA KASIHTERIMA KASIH


